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RINGKASAN

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang
diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan
pidana denda ringan. Kehadiran pidana kerja sosial bertujuan mengurangi dampak
negatif pemenjaraan sekaligus mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku
tindak pidana. Namun demikian, pengaturan mengenai pidana kerja sosial masih
menyisakan persoalan hukum, khususnya mengenai sanksi terhadap terpidana yang
tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah sebagaimana
diperintahkan dalam putusan pengadilan.

Pengaturan sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial
tanpa alasan yang sah masih mengandung kelemahan berupa ketidakjelasan kriteria
terpidana yang dianggap tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah,
ketiadaan mekanisme penghitungan sanksi secara proporsional, dan ketidakjelasan
pembagian kewenangan dalam penetapan sanksi. Kekosongan hukum tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan praktik penegakan hukum,
dan mengurangi efektivitas pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan modern.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh
formulasi hukum yang ideal terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial
tanpa alasan yang sah merupakan kebutuhan yang mendesak dalam sistem hukum
pidana Indonesia karena ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan
hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas pidana kerja sosial, memunculkan
perbedaan praktik dalam pelaksanaannya, serta mengurangi daya paksa putusan
pengadilan.

2. Formulasi yang ideal terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja
sosial tanpa alasan yang sah adalah pemberlakuan pidana denda sebagai sanksi
pengganti dan bukan sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara tidak sejalan
dengan filosofi pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap pemenjaraan,
sedangkan pidana denda lebih proporsional, konsisten dengan tujuan pembaharuan
hukum pidana, serta tetap memberikan konsekuensi hukum kepada terpidana yang
tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah. Untuk menjamin
efektivitas pelaksanaan putusan, kewenangan pemberlakuan dan pelaksanaan
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pidana denda tersebut perlu diberikan secara langsung kepada jaksa selaku
eksekutor putusan pengadilan tanpa memerlukan penetapan hakim terlebih dahulu.
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ABSTRAK

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang
diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan
pidana denda ringan. Kehadiran pidana kerja sosial mencerminkan perubahan paradigma
pemidanaan yang lebih mengedepankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanfaatan
bagi masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas
mengenai kriteria terpidana yang dianggap tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa
alasan yang sah, ketiadaan mekanisme penghitungan sanksi secara proporsional, dan
ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam penetapan ketidakpatuhan.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi
mengurangi efektivitas pidana kerja sosial, memunculkan perbedaan praktik dalam
pelaksanaannya, serta mengurangi daya paksa putusan pengadilan. Oleh karena itu,
diperlukan formulasi pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus
menjamin efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana
Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap terpidana yang tidak
melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah merupakan kebutuhan mendesak
untuk mengatasi kekosongan hukum dalam sistem pemidanaan Indonesia. Formulasi
yang ideal adalah pemberlakuan pidana denda sebagai sanksi pengganti terhadap
terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial dan bukan pidana penjara. Pidana
denda dinilai lebih sesuai dengan filosofi pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap
pemenjaraan serta lebih konsisten dengan tujuan pembaharuan hukum pidana nasional.
Selain itu, demi menjamin efektivitas pelaksanaan putusan dan asas peradilan cepat,
sederhana, dan biaya ringan, kewenangan pemberlakukan serta pelaksanaan pidana denda
perlu diberikan secara langsung kepada jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan tanpa
memerlukan penetapan hakim.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, Sanksi Pidana Denda, Jaksa, Eksekusi Putusan, dan
Kepastian Hukum.

X1



PUTRIHARTIWI, ELITA INAS. 2026. THE URGENCY OF FORMULATING
SANCTIONS AGAINST CONVICTS FAILING TO COMPLETE COMMUNITY
SERVICE ORDERS. Master of Law Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate
School, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 144

pages.

ABSTRACT

Community service is one of the forms of criminal law reform introduced under Law
Number I of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code as an alternative to short-
term imprisonment and minor fines. The introduction of community service reflects a shift
in sentencing policy toward a more rehabilitative approach, emphasizing social
reintegration and benefits to society. However, there remains no clear legal framework
regulating the criteria for determining when a convicted person is deemed to have failed
to perform community service without a valid reason, the absence of a proportional
sanction-calculation mechanism, and the lack of clarity regarding the allocation of
authority in determining non-compliance.

The absence of such regulations has created a legal vacuum that may undermine the
effectiveness of community service, lead to inconsistencies in its implementation, and
weaken the enforceability of court judgments. Therefore, it is necessary to formulate a
regulatory framework capable of ensuring legal certainty while maintaining the effective
implementation of community service within the Indonesian criminal justice system.

This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and
comparative approaches. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and
tertiary sources, which are analyzed qualitatively.

The findings indicate that regulating sanctions against convicted persons who fail to
perform community service without a valid reason is urgently required to address the
existing legal vacuum within Indonesia’s sentencing system. The ideal formulation is the
imposition of a fine as a substitute sanction for convicted persons who fail to carry out
community service, rather than imprisonment. A fine is considered more consistent with
the philosophical foundation of community service as an alternative to incarceration and
more aligned with the objectives of Indonesia’s criminal law reform. Furthermore, in
order to ensure the effective enforcement of court judgments and uphold the principles of
a simple, speedy, and cost-efficient judicial process, the authority to impose and execute
such fines should be granted directly to the public prosecutor as the executing authority,
without requiring prior judicial authorization.

Keywords: Community Service, Criminal Fine Sanctions, Public Prosecutor, Execution
of Judgments, and Legal Certainty.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan
rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat
menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat
menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan
pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan
bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan
baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti
dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi
baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan
memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak
yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan
penelitian dan penulisan tesis ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,
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Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku
Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan
dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak
penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis
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Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan
Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Dosen penguji Tesis Dengan
penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan
Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat
berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan
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Kepada seluruh Staf Bagian Akademik, Staf Perpustakaan, serta Staf Bagian
Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung
Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam
menyelesaikan tesis ini;

Kepada rekan-rekan seperjuangan Program Magister Hukum Angkatan 2024,
terutama kepada Yulia Rahman, Alya Amani, Nur Alivia Febriyani, dan Tiara
Wahyu Putri peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas
kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses
perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan
pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan
akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang
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dan kehidupan kita di masa mendatang.
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8. Kepada suami tercinta, R. Senja Raifiesha, dan putra tersayang, Adipati
Cakrawala Senja, terima kasih atas doa, cinta, kesabaran, serta dukungan yang
menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

9. Kepada Mama dan Bapak, Mama dan Abah mertua, serta adik-adikku, terima
kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan segala bantuan yang diberikan selama
proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

10. Kepada seluruh rekan pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten
Banjar dan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarbaru, terima kasih atas
dukungan, pengertian, serta semangat yang diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini di tengah pelaksanaan tugas kedinasan.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan
manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan
kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Semoga terkabul harapan tersebut.
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